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. UMUM

Dalam rangka mengoptimalkan Penerimaan Negara Bukan Pagak guna
menunjang Pembangunan Nasional, Penerimaan Negara Bukan Pajak pada
Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagai salah satu sumber
penerimaan Negara perlu dikelola dan dimanfaatkan untuk peningkatan
pelayanan kepada masyarakat.

Departemen Hukum dan Hak Asas Manusia telah memiliki tarif atas jenis
Penerimaan Negara Bukan Pgak sebagaimana diatur dalam Peraturan
Pemerintah Nomor 75 tahun 2005 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis
Penerimaan Negara Bukan Pgak yang Berlaku pada Departemen Hukum
dan Hak Asas Manusia sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2007 tentang Perubahan
Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 75 Tahun 2005 tentang Jenis dan
Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pgak yang Berlaku Pada
Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia. Namun, dengan adanya jenis
Penerimaan Negara Bukan Pgak yang baru dan perubahan tarif, perlu
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mengatur kembali jenis dan tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak
yang berlaku pada Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia dengan
Peraturan Pemerintah.

1. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.
Pasal 2

Cukup jelas.
Pasal 3

Ayat (1)

Cukup jelas.
Ayat (2)

Y ang dimaksud force majeure yaitu bencana alam (banjir atau
gempa bumi, kebakaran, dan huru hara).

Ayat (3)

Cukup jelas.
Ayat (4)

Cukup jelas.
Ayat (5)

Cukup jelas.
Ayat (6)

Cukup jelas.
Ayat (7)

Cukup jelas.
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Pasal 4

Pengertian Kas Negara adalah sebagaimana dimaksud dalam
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan
Negara Bukan Pajak.

Pasal 5

Cukup jelas.
Pasal 6

Cukup jelas.
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